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PROSEDUR DAN TEKNIK PENYUSUTAN ARSIP 
Rusidi 

Arsiparis Kantor Arsip Daerah Provinsi DIY 

 

A. PENDAHULUAN 

 

Arsip merupakan rekaman kegiatan instansi. Sebagai rekaman kegiatan maka 

volumenya akan selalu bertambah seiring dengan eksistensi dan perkembangan 

instansi. Semakin banyak kegiatan yang dilakukan maka akan semakin banyak 

pula arsip yang tercipta. Dengan demikian  penanganan  arsip juga akan 

menghadapi berbagai persoalan baik dalam hal ruang penyimpanan, penggunaan 

peralatan, tenaga, pemeliharaan, perawatan, dan juga penemuan kembali arsip. 

 

Upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi  persoalan tersebut adalah dengan  

memprogramkan penyusutan arsip. Maksudnya adalah melakukan tindakan 

pengurangan arsip baik dengan cara pemindahan, pemusnahan, maupun 

penyerahan arsip secara kontinyu.  Untuk itu diperlukan prosedur dan teknik 

penyusutan. 

 

Prosedur dan teknik penyusutan arsip secara garis besar dapat dilakukan dengan 

dua cara yaitu berdasarkan  Jadwal Retensi  Arsip (JRA), dan Nilaiguna Arsip 

(Surat Edaran Kepala Arsip Nasional RI Nomor SE/01/1981 tentang Penanganan 

Arsip Inaktif Sebagai Pelaksanaan Ketentuan Peralian Peraturan Pemerintah 

Tentang Penyusutan Arsip) 

 

B. PROSEDUR PENYUSUTAN ARSIP BERDASARKAN JRA 

 

 Prosedur dan teknik penyusutan arsip berdasarkan JRA merupakan salah satu 

unsur dari pengelolaan arsip. Prosedur tersebut perlu disusun untuk mengetahui 

bagaimana JRA digunakan dan bagaimana  tahap-tahap serta  teknik 

pelaksanaanya. 

 

 Di dalam prosedur penyusutan  berdasarkan JRA baik yang berupa pemindahan, 

pemusnahan, maupun penyerahan  tertuang ketentuan umum antara lain : 

- Pelaksanaan penyusutan dilaksanakan setelah retensi arsip berakhir  

- Penyusutan dilaksanakan maksimal 30 hari setelah retensi berakhir 

- Pemusnahan arsip harus dilakukan secara total baik fisik maupun 

informasinya  
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- Penyusutan dalam bentuk apapun harus dibuatkan daftar arsipnya. 

 

 Prosedur Pemindahan Arsip Inaktif 

 

 Prosedur pemindahan arsip inaktif pada umumnya diartikan sebagaii kegiatan 

memindahkan arsip inaktif dari central file yang terdapat di unit kerja ke Pusat 

Arsip atau records center. Tujuan dari pemindahan ini untuk penyimpanan yang 

lebih murah. 

 

 Pemindahan arsip juga sering dilakukan antar unit kerja dalam satu instansi. 

Namun demikian tujuan dari pemindahan tersebut bukan  dalam rangka mencapai 

penyimpanan secara murah tetapi  dalam rangka penyatuan dan keutuhan 

informasi arsip itu sendiri. Sehingga arsip secara utuh akan dapat dikelola  oleh 

unit kerja yang secara fungsi lebih berwenang melaksanakan kegiatan 

sebagaimana terekam di dalam arsip. 

 

 Prosedur pemindahan arsip dari central file ke records center, secara umum 

sebagai berikut : 

a. Pemeriksaan . 

Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui apakah arsip-arsip tersebut sudah 

inaktif atau  belum. Pemeriksaan dilakukan dengan melihat kolom retensi 

aktif di dalam JRA. Misalnya arsip tentang cuti tahunan  memilliki retensi 

aktif 2 tahun, maka apabila arsip tersebut tercipta bulan Desember 2000,  2 

tahun berikutnya yaitu Desember 2002 arsip tersebut dapat dinyatakan sebagai 

arsip inaktif. 

 

Didalam pemeriksaan ini dilakukan juga kegiatan penyatuan file-file menjadi 

series arsip. Antara file yang satu dengan yang lain yang memiliki keterikatan 

dan merupakan   satu kesatuan  informasi harus digabung menjadi satu series 

arsip tanpa merubah penataan semula. Misalnya file tentang cuti tahunan, cuti 

bersalin, cuti besar dapat digabung menjadi satu series arsip tentang cuti. 

 

b. Pendaftaran 

Setelah diperiksa dan dinyatakan sebagai arsip  inaktif maka arsip-arsip 

tersebut selanjutnya didaftar secara lengkap, baik judull seriesnya/jenisnya 

arsipnya, tahun, volume, kondisi, dan penataan  (sistem penyimpanan yang 

digunakan) 
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c. Penataan Arsip 

Penataan arsip ini dilaksanakan untuk menjaga agar penatan aslinya tidak 

berubah. Misalnya arsip ketika masih aktif disimpan  berdasarkan sistem 

filing numeric maka harus tetap dipertahankan. Penataan arsip ini menyangkut 

penataan tiap lembar arsip dalam setiap folder, penataan antara folder yang 

satu dengan folder yang lain dalam boks dan penataan antara boks yang satu 

dengan boks yang lain. 

 

d. Pembuatan Berita Acara Pemindahan Arsip 

Mengingat bahwa pemindahan arsip ini menyangkut pula pengalihan 

wewenang dan tanggungjawab dari central file ke record center, maka perlu 

dibuatkan bukti pemindahan arsip yang biasanya diujudkan dalam bentuk 

berita acara pemindahan arsip.   

 

e. Pelaksanaan Pemindahan 

Setelah arsip tertata dalam boks yang telah diberi nomor sesuai dengan nomor 

dalam  daftar arsip yang dipindahkan dan disiapkan berita acaranya, maka 

dilaksanakan pemindahan arsip inaktif. 

 

 Prosedur Pemusnahan Arsip 

 

 Pemusnahan arsip adalah kegiatan menghancurkan fisik dan informasi arsip 

melalui cara-cara tertentu sehingga tidak dapat dikenali lagi baik fisik maupun 

informasinya. Pemusnahan arsip ini memiliki resiko hukum yang sangat tinggi, 

karena arsip yang sudah terlanjur dimusnahkan tidak dapat diciptakan lagi. 

Kegiatan ini menuntut kesungguhan dan ketelitian yang tinggi agar tidak terjadi 

kesalahan. Pada hakekatnya pemusnahan arsip dilaksanakan untuk menjaga 

kontinuitas pengelolaan arsip dan menjaga keseimbangan hidup arsip sejak 

diciptakan kemudian dikelola pada akhirnya dimusnahkan. 

 

 Terkait dengan resiko yang tinggi maka kegiatan pemusnahan arsip harus 

dilakukan berdasarkan prosedur-prosedur sebagai berikut : 

a. Pemeriksaan 

Pemeriksaan dilaksanakan untuk mengetahui apakah arsip-arsip tersebut 

benar-benar telah habis jangka simpannya. Pemeriksaan ini dilaksanakan 

berpedoman kepada Jadwal Retensi Arsip. Jika suatu arsip telah dinyatakan 

habis masa retensinya, maka arsip tersebut perlu diperiksa tentang kebenaran 

isinya, kelengkapan informasinya, kemungkinan keterkaitan dengan arsip lain, 
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dan lain-lain. Bila didalam tahap pemeriksaan diketahui bahwa arsip tersebut 

memang telah habis retensinya, tidak terkait dengan arsip lain dan tidak 

bertentangan dengan peraturan perundangan, maka langkah berikutnya adalah 

pendaftaran. 

 

b. Pendaftaran 

Arsip-arsip yang telah diperiksa sebagai arsip yang diusulkan musnah, harus 

dibuat daftarnya. Sehingga dari daftar ini diketahui secara jelas informasi 

tentang arsip-arsip yang akan dimusnahkan. 

 

c. Pembentukan Panitia Pemusnahan 

Pembentukan panitia pemusnahan dilaksanakan jika arsip yang akan 

dimusnahkan memiliki retensi 10 tahun atau lebih. Jika arsip yang akan 

dimusnahkan memiliki retensi dibawah 10 tahun, maka tidak perlu dibuat 

kepanitiaan, cukup dilaksanakan oleh unit yang secara fungsional bertugas 

mengelola arsip. Panitia pemusnahan ini seyogyanya terdiri dari anggota-

anggota yang berasal dari unit pengelola arsip, unit pengawasan, unit 

hukum/perundang-undangan, dan unit-unit lain yang terkait. 

 

d. Penilaian, Persetujuan dan Pengesahan 

Penilaian arsip pada dasarnya dilakukan setiap kali menyeleksi arsip yang 

akan dimusnahkan. Namun untuk arsip yang memiliki retensi dibawah 10 

tahun, cukup dilaksanakan oleh instansi pemilik arsip. Kemudian disahkan 

oleh pimpinan instansi untuk dilaksanakan pemusnahan. Namun untuk arsip 

yang memiliki retensi 10 tahun keatas, harus melalui penilaian bersama Arsip 

Nasional RI, yaitu ketika meminta persetujuan pemusnahan dari Kepala Arsip 

Nasional, karena arsip yang memiliki retensi 10 tahun ke atas memiliki  

kemungkinan lebih besar untuk bernilai guna sekunder. Khusus untuk arsip 

keuangan yang mempunyai retensi 10 tahun ke atas perlu mendengar 

petimbangan dari ketua BPK, dan arsip kepegawaian perlu mendengar 

pertimbangan dari kepala BAKN. Selanjutnya disahkan oleh pimpinan 

instansi melalui produk hukum interen. 

 

e. Pembuatan Berita Acara 

Berita acara pemusnahan arsip merupakan salah satu dokumen pemusnahan 

arsip yang sangat penting disamping daftar arsip yang dimusnahkan. Kedua 

jenis dokumen ini dapat menjadi dasar hukum bahwa pelaksanaan 
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pemusnahan dilakukan secara sah. Kecuali itu juga berfungsi sebagai 

pengganti arsip yang dimusnahkan. 

 

f. Pelaksanaan Pemusnahan 

Pemusnahan arsip dapat dilaksanakan dengan cara di bakar, dicacah atau 

secara kimiawi, yang penting fisik dan informasinya tidak dapat dikenali lagi. 

Pelaksanaan pemusnahan disaksikan oleh minimal  dua orang pejabat dari 

bidang hukum atau bidang pengawasan yang nantinya menandatangani berita 

acara sebagai saksi pemusnahan arsip. 

 

Prosedur Penyerahan Arsip 

 

Penyerahan arsip ke Arsip Nasional/Lembaga Kearsipan Daerah dilakukan bila 

arsip tersebut benar-benar bernilai guna sekunder. Penyerahan arsip dapat terjadi 

karena tiga hal yaitu  karena kegiatan pemusnahan, perencanaan, dan 

penilikan/pendekatan/himbauan penyerahan arsip statis. Apapun bentuknya 

penyerahan arsip secara umum harus dilakukan sesuai prosedur. 

 

a. Pemeriksaan dan Penilaian Arsip 

Pemeriksaan  dan penilaian arsip selain dilakukan oleh instansi masing-

masing juga oleh Arsip Nasional/Lembaga Kearsipan Daerah mengingat Arsip 

Nasional/Lembaga Kearsipan Daerah sebagai pengelola arsip dikemudian hari 

harus yakin benar bahwa arsip tersebut benar-benar arsip statis. Kemudian 

secara umum Arsip Nasional/Lembaga Kearsipan Daerah  memiliki 

kompetensi  untuk menentukan kebijaksanaan penyelamatan arsip bagi 

kepentingan generasi yang akan datang. 

 

b. Pendaftaran 

Setelah kegiatan pemeriksaan dan penilaian arsip selesai dilaksanakan dan 

ditentukan bahwa arsip tersebut dapat diserahkan ke ANRI/LKD, maka 

kegiatan berikutnya adalah pembuatan daftar arsip yang akan diserahkan. 

 

c. Pembuatan Berita Acara 

Berita acara penyerahan arsip perlu dibuat mengingat bahwa kegiatan 

penyerahan arsip terkait dengan pengalihan hak dan wewenang pengelolaan 

arsip yang bernilai guna sangat tinggi dan bersifat lestari. 
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d. Pelaksanaan Penyerahan 

Penyerahan arsip statis dilaksanakan setelah dibuatkan daftar dan berita acara. 

Keberhasilan kegiatan penyerahan arsip statis bagi suatu instansi adalah 

sukses dan prestasi tersendiri dalam rangka pelaksanaan amanat undang-

undang nomor 7 tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan. 

 

C. PROSEDUR PENYUSUTAN ARSIP SEBELUM MEMILIKI JRA 

 

Teknik penyusutan arsip ini dilakukan disamping instansi penyelenggara arsip 

belum memiliki JRA dan tidak mempunyai program penyusutan arsip secara 

periodic, juga karena kondisi arsip di instansi tersebut tidak teratur (kacau). 

Untuk itu diperlukan teknik-teknik penanganan arsip sedemikian rupa sehingga 

kegiatan penyusutan dapat dilakukan seoptimal mungkin. Teknik ini meliputi 

kegiatan sebagai berikut : 

 

1. Perencanaan 

Perencanaan merupakan kegiatan awal, dapat berupa proposal atau rencana 

kerja yang didalamnya memuat usulan tentang perlunya diadakan 

pembenahan. Rencana kerja ini harus didasarkan pada data yang tepat dan 

akurat. Maka sebelum menyusun perencanaan, perlu dilaksanakan survey 

arsip untuk mengetahui jumlah, kondisi, lokasi, tahun dan lain-lain yang 

menyangkut dengan data untuk pembenahan arsip. Perencanaan ini diajukan 

ke pimpinan untuk memperoleh persetujuan, sehingga dapat diperoleh 

anggaran sesuai dengan yang dibutuhkan. 

 

2. Penelitian 

Penelitian dilakukan terhadap sejarah organisasi pencipta arsip dan sejarah 

sistem penataan yang ada. Sehingga berdasarkan hasil penelitian ini penataan 

arsip akan dapat dilaksanakan berdasarkan asas provenance dan asas original 

order. Asas provenance terkait dengan pencipta arsip. Suatu organisasi yang 

berumur 10 tahun mungkin telah berubah tiga kali keorganisasiannya. Maka 

penataan arsip harus dikelompokan atas tiga periode itu. Tidak dibenarkan 

arsip organisasi yang satu dicampur dengan arsip dari organisasi lainnya. 

Tidak benar pula penataan arsip dari periode A dicampur dengan arsip dari 

periode B. Asas original order terkait dengan sistem penataan asli. Jika pada 

suatu periode arsip diatur dengan sistem takah, maka penataannya harus 

dikembalikan ke takah. Jika dengan sistem geografis juga harus dikembalikan 

ke sistem geografis. 
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3. Rekonstruksi 

Rekonstruksi adalah kegiatan mengembalikan penataan  arsip sesuai 

dengan  aslinya. Rekonstruksi dilaksanakan untuk mengatur susunan arsip 

dalam setiap file, susunan file dalam setiap series  dan pengaturan series 

arsip yang satu dengan series arsip yang lain. 

 

4. Pendiskripsian 

Pendiskripsian merupakan kegiatan perekaman informasi setiap series 

arsip. Pendiskripsian ini memuat 5 hal yaitu ; informasi series, tahun 

series, tingkat keaslian, bentuk redaksi, dan kondisi fisik. 

 

Informasi series arsip harus dituangkan dalam judul dan uraian yang jelas 

dan dapat menggambarkan informasi arsip secara lengkap,tahun series 

adalah periode terbitnya tau terciptanya arsip sejak awal hingga ditutupnya 

suatu series arsip sebagai tanda selesainya kegiatan, tingkat keaslian 

memuat keterangan tentang asli tidaknya series arsip yang dideskripsi, 

bentuk redaksi menyangkut format arsip yang ada apakah SK, DIP, DIK, 

dan lain-lain yang memiliki kesamaan form, dan kondisi fisik menyangkut 

keadaan fisik arsip apakah masih baik, kuning, sobek, juga 

kelengkapannya. 

 

Setiap kali membuat diskripsi  arsip maka perlu diberi identitas kode 

nomor untuk menandai deskripsi dan fisik arsipnya. Kesamaan kode 

antara kode diskripsi dengan kode fisik harus benar-benar dijaga jangan 

sampai terjadi kekeliruan. Karena kesalahan ini berarti hilangnya 

informasi arsip yang kita deskripsikan. 

  

5. Penyusunan Daftar Pertelaan Arsip Sementara. 

Pembuatan DPA berdasarkan kartu-kartu deskripsi yang kemudian 

dikelompokan berdasarkan sistem penataan aslinya . Misalnya sistem 

penatannya subyek, maka perlu dibuat semacam skema  atau kalau  masih 

dapat dikenali pola klasifikasi subyek. Skema atau pola ini dijadikan dasar 

pengelompokan kartu diskripsi yang kemudian dituangkan dalam bentuk 

daftar. 

6. Seleksi dan Penilaian 

Setelah DPAS tersusun, maka selanjutnya dilaksanakan kegitan seleksi 

dan penilaian arsip untuk menentukan mana arsip yang perlu disimpan 

sebagai arsip aktif, inaktif, usul musnah, dan usul untuk diserakan. 
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7. Penyusunan Daftar Arsip yang Disimpan, Dimusnahkan, dan Diserahkan. 

Hasil dari kegiatan seleksi dan penilaian arsip-arsip di atas adalah 

tersesusunnya daftar arsip yang akan disimpan, diusulkan musnah, dan 

diusulkan untuk diserahkan ke ANRI atau Lembaga Kearsipan Daerah 

 

8. Pelaksanaaan Penyusutan 

Pelaksanaaan penyusutan dalam konteks ini dapat dilaksnakan melalui 

kegiatan pemusnahan arsip dan penyerahan arsip statis. Kegiatan 

pemusnahan arsip sebagaimana telah diuraikan di atas secara umum, 

namun khusus untuk arsip-arsip yang disusutkan tidak berdasarkan JRA 

maka pembedaannya arsip yang retensinya 10 tahun kurang atau lebih  

tidak berlaku. Semua arsip diberlakukan sama, yaitu dianggap 10 tahun 

keatas.  

 

D. PENUTUP 

 

Penyusutan arsip dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu berpedoman pada Jadwal 

Retensi Arsip (JRA) dan Surat Edaran Kepala ANRI Nomor SE/01/1981 tentang 

Penanganan Arsip Inaktif  Sebagai Pelaksanaan Ketentuan Peralian Peraturan 

Pemerintah Tentang Penyusutan Arsip 

 

Instansi yang sudah memiliki JRA melaksanakan penyusutan arsip dengan 

berpedoman pada JRA tersebut. Hal ini berlaku bagi arsip-arsip yang tercipta  

sesudah JRA ditetapkan. Sedangkan arsip-arsip yang  tercipta sebelum ditetapkan 

JRA pelaksanaan penyusutannya didasarkan pada SE/01/1981. 

 

Secara teknis pelaksanaan penyusutan arsip dapat dilaksanakan dengan tiga cara 

yaitu pemindahan arsip inaktif dari central file ke record center, pemusnahan 

arsip yang telah habis masa  simpannnya dan nilaigunanya, dan penyerahan arsip 

yang bernilai guna sekunder ke ANRI/Lembaga Kearsipan Daerah.  
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